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10. Pedagang (merchant) adalah Pelaku Usaha yang
melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan
dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik
pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang
menyediakan sarana PMSE.

11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha
penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan
untuk transaksi Perdagangan.

12. Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary seruices)
adalah Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha
Luar Negeri yang menyediakan sarana Komunikasi
Elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang
hanya berfungsi sebagai perantara dalam Komunikasi
Elektronik antara pengirim dengan penerima.

13. Iklan Elektronik adalah informasi untuk kepentingan
komersial atas Barang dan/atau Jasa melalui Komunikasi
Elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak
tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun
yang tidak berbayar.

14. Penawaran Secara Elektronik adalah tindakan penawaran
melalui Komunikasi Elektronik dari Pelaku Usaha kepada
pihak lain.

15. Penerimaan Secara Elektronik adalah tindakan
penerimaan dan pernyataan persetujuan secara sadar
atas syarat dan kondisi yang disampaikan dalam
Penawaran Secara Elektronik baik yang dilakukan secara
terhubung dalam jaringan (onlinel maupun yang
dilakukan secara terpisah di luar jaringan (off-linel.

16. Konfirmasi Elektronik adalah proses dan pemberian
kesempatan bagi pembeli atau pengguna untuk secara
sadar memberikan penegasan untuk menyetujui atau
tidak menyetujui suatu Kontrak Elektronik sesuai dengan
mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi
dalam Penawaran Secara Elektronik, sebelum suatu
Kontrak Elektronik dinyatakan sah terjadi.

17. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau
Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
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18. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan
dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

19. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang
berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi
barang yang merupakan hasil konversi atau
pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya
berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
piranti lunak, multimedia, danf atau data elektronik.

20. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang
diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau
Pelaku Usaha.

21. Jasa Digital adalah Jasa yang dikirim melalui internet
atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya
melibatkan sedikit carnpur tangan manusia, dan tidak
mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi
Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan
jasa berbasis piranti lunak.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN DAN PRINSIP PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

Pasal 2

Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
meliputi:
a. pihak yang melakukan PMSE;

b. persyaratan dalam PMSE;

c. penyelenggaraan PMSE;

d. kewajiban Pelaku Usaha;
e. bukti transaksi PMSE;

f. Iklan Elektronik;
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g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara
Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;

h. Kontrak Elektronik;
i. perlindungan terhadap data pribadi;
j. pembayaran dalam PMSE;

k. pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;

1. penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian
dalam PMSE;

m. penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
n. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Dalam melakukan PMSE, para pihak harrrs memperhatikan
prinsip:
a. iktikad baik;
b. kehati-hatian;
c. transparansi;
d. keterpercayaan;
e. akuntabilitas;

f. keseimbangan; dan

g. adil dan sehat.

BAB III

PIHAK YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen,
Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
selanjutnya disebut para pihak.

(2) PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat
dilakukan antara:

a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;

b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 16

(1) Dalam melakukan PMSE, Pedagang dalam
menggunakan sarana:
a. PMSE milik sendiri;
b. PPMSE dalam negeri; dan/atau
c. PPMSE luar negeri.

(2) Dalam melakukan PMSE dengan Konsumen
berkedudukan di Indonesia, Pedagang luar
menggunakan sarana:
a. PMSE milik sendiri;
b. PPMSE dalam negeri; dan/atau
c. PPMSE luar negeri.

negeri

yang
negeri

Pasal 17

(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dilarang
menerima Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar
negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia.

(2) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang
bertransaksi dengan Konsumen wajib memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 18

(1) Dalam hal PMSE merugikan Konsumen, Konsumen dapat
melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri.

(2) Pelaku Usaha yang dilaporkan oleh Konsumen yang
dirugikan harus menyelesaikan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimasukkan ke
dalam daftar prioritas pengawasan oleh Menteri.

(4) Daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diakses oleh publik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar prioritas
pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal19...
SK No 019121 A
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Pasal 19

Menteri dapat mengupayakan pengeluaran Pelaku Usaha dari
daftar prioritas pengawasan jika:
a. terdapat laporan kepuasan Konsumen;
b. terdapat bukti adanya penerapan perlindungan

Konsumen secara patut; atau
c. telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN MELALUI

SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 20

Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang
melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki
PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib
memenuhi syarat dan ketentuan PPMSE sesuai standar
kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2 1

(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib:
a. mengutamakan menggunakan nama domain tingkat

tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang
berbentuk situs internet;

b. mengutamakan menggunakan alamat Protokol
Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. menggunakan perangkat seruer yang ditempatkan di
pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang
ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh
Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

f. menyampaikan data dan/atau informasi secara
berkala kepada lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik; dan
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a. dalam konteks pekerjaan sebagai pihak yang hanya
bersifat meneruskan pencarian suatu informasi (mere
conduit), yaitu:
1. tidak menginisiasi suatu transmisi;
2. tidak melakukan seleksi terhadap penerimaan; dan
3. tidak melakukan modifikasi terhadap informasi

yang ditransmisikan.
b. dalam konteks pekedaan sebagai pihak yang hanya

melakukan penyimpanan informasi untuk sementara
waktu secara temporal demi semata-mata
me n ge fi s ie n s ikan ko mun i k asi (cachingl, y aitu:
1. tidak melakukan modifikasi apapun terhadap

informasi tersebut;
2. mematuhi syarat dan ketentuan untuk mengakses

informasi tersebut;
3. mematuhi peraturan tentang memperbaharui

informasi sesuai ketentuan yang secara luas diakui
dan digunakan oleh industri;

4. tidak mengganggu penggunaan teknologi yang
melawan hukum, yang secara luas diakui dan
digunakan oleh industri untuk memperoleh data
atas penggunaan informasi tersebut; dan

5. bertindak cepat untuk menghapus atau
menonaktifkan akses ke informasi yang telah
disimpan setelah mendapat pengetahuan aktual
atas fakta bahwa informasi pada sumber awal
transmisi tersebut telah dihapus dari jaringan, atau
akses untuk itu telah dinonaktifkan, atau bahwa
pengadilan atau pihak berwenang telah
memerintahkan penghapusan atau penonaktifan.

c. dalam konteks pekerjaan sebagai pihak yang
menyediakan rrrangan untuk melakukan penempatan,
pemuatan, atau penyimpanan informasi (hosting),
yaitu:
1. tidak memiliki pengetahuan aktual atas suatu

tindakan atau informasi yang melawan hukum dan
dalam hal terdapat tuntutan atau gugatan
atas kerusakan atau kerrrgian yang terjadi,
penyedia yang bersangkutan tidak menyadari atau
mengetahui adanya suatu fakta bahwa suatu
tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan
hukum; atau

2.setelah...
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Pasal 24

(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib
menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan
bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan
terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.

(2) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib
menyediakan pengamanan Sistem Elektronik yang
mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan
penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang
menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

(3) Pengamanan Sistem Elektronik dapat mencakup
pengamanan pada sisi sistem komputer PPMSE dalam
negeri dan/atau PPMSE luar negeri maupun pada sisi
saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan
oleh pihak lain.

Pasal 25

(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib
menyimpan:
a. data dan informasi PMSE yang terkait dengan

transaksi keuangan dalam jangka waktu paling
singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan
informasi diperoleh; dan

b. data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan
transaksi keuangan dalam jangka waktu paling
singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan
informasi diperoleh.

(21 Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, paling sedikit mengenai:

a. pelanggan;

b. Penawaran Secara Elektronik dan Penerimaan Secara
Elektronik;

c. Konfirmasi Elektronik;

d. konfirmasi pembayaran;

e. status pengiriman Barang;

f. pengaduan dan sengketa Perdagangan;

g. Kontrak Elektronik; dan

h. jenis.. .
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(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang mempersyaratkan bahwa suatu
perjanjian harus disimpan dalam bentuk yang original
atau asli dengan berbasiskan suatu tulisan di atas media
kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi
oleh keberadaan bukti transaksi PMSE, apabila:
a. terdapat suatu metode atau teknis tertentu yang dapat

menjelaskan bahwa bukti transaksi PMSE tersebut
terjamin keutuhan atau integritasnya, semenjak kali
pertama informasi tersebut dibuat sampai dengan
bentuk akhirnya, atau sebaliknya, sehingga yang
tersimpan dengan yang ditemukan atau ditampilkan
kembali dapat dijamin tidak berubah sebagaimana
mestinya; atau

b. terdapat suatu permintaan atas ketersediaan bukti
transaksi PMSE tersebut untuk ditampilkan kembali,
maka bukti transaksi PMSE tersebut harus dapat
ditampilkan kembali kepada pihak tersebut sesuai
kesepakatan teknis yang telah disetujui oleh para
pihak.

(3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang mempersyaratkan bahwa suatu
perjanjian harus dibubuhkan suatu tanda tangan dengan
tinta basah secara tertulis di atas kertas, maka syarat
tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan bukti
transaksi PMSE, apabila:

a. terdapat suatu metode yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi identitas subyek hukum dan
mengindikasikan adanya niatan suatu persetujuan
dari para pihak terhadap transaksi yang dilakukannya
melalui sistem Komunikasi Elektronik; dan

b. metode yang digunakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a paling sedikit harus:

1. dapat dipercaya reliabilitasnya sesuai dengan
kepatutan dalam konteks tujuan penggunaannya,
termasuk perjanjian yang relevan dengan hal
tersebut; dan

2. terbukti secara faktual baik dengan keberadaan
metode itu sendiri maupun dengan
kesesuaian/relevansi alat bukti yang terkait
lainnya.

Pasal31...
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Pasal 56

Pelaku Usaha wajib menyediakan Kontrak Elektronik yang
dapat diunduh dan/atau disimpan oleh Konsumen.

Pasal 57

(1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi
hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem
Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.

(2) Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pihak penerima tidak wajib mengembalikan
Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan
diterima.

(3) Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung
jawab Pelaku Usaha.

BAB XI
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI

Pasal 58

(1) Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi
dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan.

(21 Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak
sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan
menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai
standar perlindungan data pribadi atau kelazirnan praktik
bisnis yang berkembang.

(2) Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kaidah perlindungan:

a. data...
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BAB XII
PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 60

(1) Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran
melalui Sistem Elektronik.

(21 Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran
dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem
pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem
Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang sistem pembayaran
dan/atau perbankan.

(5) Dalampelaksanaan penyelenggaraanpembayaran melalui
Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE
luar negeri dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa
sistem pembayaran berdasarkan kerja sama.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus dilaporkan oleh PPMSE dalam negeri
dan/atau PPMSE luar negeri kepada Menteri.

Pasal 61

(1) Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi
standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Penetapan standar level keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kepala lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi
negara, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua
Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal62...
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Pasal 67

Pengiriman atas Barang Digital atau Jasa Digital dalam PMSE
dianggap sah apabila Barang Digital atau Jasa Digital tersebut
telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan
baik dan/atau beroperasi sebagaimana mestinya sesuai
dengan petunjuk penggunaan teknis yang berlaku untuk
Barang Digital atau Jasa Digital yang dibeli atau disewa.

Pasal 68

(1) Pelaku Usaha yang mendistribusikan Barang Digital atau
Jasa Digital baik berbayar maupun gratis wajib
memastikan Barang Digital atau Jasa Digital dimaksud
dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

(2) Dalam hal Barang Digital atau Jasa Digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi
pengguna Barang Digital atau Jasa Digital, maka kerugian
dimaksud menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

(3) Pelaku Usaha harus memastikan Barang Digital atau Jasa
Digital yang ditransaksikan bukan Barang Digital atau
Jasa Digital yang dilarang oleh Pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENUKARAN BARANG ATAU JASA DAN PEMBATALAN PEMBELIAN DALAM
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 69

(1) Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri
dan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri
wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari
kerja untuk penukaran Barang dan/atau Jasa, atau
pembatalan pembelian, terhitung sejak Barang dan/atau
Jasa diterima oleh Konsumen.

(21 Penukaran Barang dan/atau Jasa, atau pembatalan
pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal:

a. terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara
Barang dan/atau Jasa yang dikirim;
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Pasal 77

(1) Menteri melakukan pembinaan dengan cara:

a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
Pelaku Usaha Dalam Negeri;

b. meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Dalam Negeri
dalam PMSE;

c. memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalam
negeri dalam PMSE;

d. memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk
pasar dalam negeri dan ekspor;

e. mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
f. meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan

PMSE;

g. menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan
produk dalam negeri; dan

h. mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Dalam melakukan pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dan
berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk koordinasi dan
kolaborasi dengan instansi terkait diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 78

(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk
petugas pengawas di bidang Perdagangan.

(21 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Menteri mengutamakan
perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari
dampak negatif PMSE dari luar negeri.

(3) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melakukan pengawasan dibantu oleh tim asistensi
pengawasan yang dibentuk oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal79...
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Pasal 79

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat
meminta data dan/atau informasi perusahaan dan
kegiatan usaha Pelaku Usaha dalam hal:

a. diperlukan data yang mutakhir, akurat, dan cepat; dan

b. data yang diminta tidak tercakup dalam data dan/atau
informasi yang disampaikan kepada lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1),
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 2L,Pasal23, Pasal24
ayat (1) dan ayat (21, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal27
ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat
(1) dan ayat(21, Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal
58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 6l ayat (1), Pasal 63
ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal66, Pasal68 ayat (1), Pasal
69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh
Menteri.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;

c. dimasukkan dalam daftar hitam;

d. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri
dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang
berwenang; dan/atau

e. pencabutan izin usaha.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal
surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

(4) Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar
prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak
melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan
tertulis ketiga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pelaku
Usaha PMSE yang telah melakukan kegiatan Perdagangan
Barang dan/atau Jasa sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal

SK No 019149 A

Agar





PRES IDEN
REPUEUK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

I. UMUM

Dewasa ini telah berkembang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
yang memungkinkan setiap pihak dapat melakukan aktivitas dan transaksi
perdagangannya melalui sistem Komunikasi Elektronik. Pada dasarnya
kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang
dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni
melakukan kegiatan Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip
persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak
konsumen.

Demikian pula halnya dengan pihak-pihak ketiga (intermediaryl yang
terkait yang memberikan kontribusi sehingga secara teknis suatu akti.ritai
ataupun transaksi Perdagangan menjadi dapat dilakukan secara elektronik.
Keda sama antara para pihak terkait tersebut dalam suatu penyelenggaraan
Sistem Elektronik untuk transaksi Perdagangan harus dibangun dari
semangat kerja sama yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab
secara tanggung renteng dan/atau bertanggung jawab secara proporsional
kepada para pengguna sistem tersebut sesuai fungsi dan perannya masing-
masing.

Tidak berbeda dengan Perdagangan secara konvensional maka kegiatan
dan transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus memenuhi
aspek kewajiban Perdagangan pada umumnya terutama kejelasan informasi
baik unsur subyektif maupun obyektif. Hal tersebut mengamanatkan
kejelasan legalitas dalam transaksi elektronik, baik sebelum terjadinya
transaksi, pelaksanaan transaksi, dan pasca transaksi.
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Huruf f
Prinsip keseimbangan yaitu Pelaku Usaha dan Konsumen wajib
menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh
semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan
pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Huruf g
Prinsip adil dan sehat yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan
kedudukan dalam kegiatan usaha antar Pelaku Usaha PMSE untuk
mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya
kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Transaksi antara instansi penyelenggara negara atau
penyelenggara pelayanan publik dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik dan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam konteks
pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran negara
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan
Barang I Jasa Pemerintah.

Pasal 5
Termasuk dalam Pelaku Usaha adalah penyelenggara jasa sistem
pembayaran (pagment gatewagl namun demikian pengaturannya
dilakukan secara khusus oleh instansi yang berwenang.

Yang. . .
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Pasal 16
Ayat (1)

Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri yang
menggunakan sarana PMSE milik sendiri merupakan salah satu dari
model bisnis PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri.
Sehingga ketentuan yang berlaku bagi PPMSE dalam negeri dan/atau
PPMSE luar negeri berlaku juga terhadap Pedagang dalam negeri
dan/atau Pedagang luar negeri yang menggunakan sarana PMSE milik
sendiri.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepuasan Konsumen" adalah bahwa
Konsumen telah dipenuhi haknya oleh Pelaku Usaha.

Huruf b
Yang dimaksud dengan uterdapat bukti adanya penerapan
perlindungan Konsumen secara patut" adalah adanya jaminan kepada
Konsumen bahwa setiap keluhan dan permintaan informasi
lainnya akan dilayani dengan baik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2 1

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d. . .
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bertindak cepat" adalah bertindak segera
setelah mengetahui adanya konten informasi elektronik ilegal,
diantaranya dapat terlihat dengan keberadaan prosedur setelah
menerima pemberitahuan dari pihak lain atau setelah mengetahui
sendiri tentang konten informasi elektronik ilegal tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "layanan komputer interaktif" adalah berbagai
layanan yang diselenggarakan kepada masyarakat untuk menjawab
kebutuhannya sebagai masyarakat informasi (information societg
seruices), seperti layanan penyedia informasi media sosial.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "data dan informasi PMSE yang terkait
dengan transaksi keuangan" adalah sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 26
Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
Konsumen misalnya, perlindungan Konsumen atas instrumen
pembayaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan perlindungan Konsumen di bidang sistem pembayaran.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "petugas yang kompeten dalam memproses
layanan pengaduan" adalah petugas yang mampu memberikan
penjelasan dan/atau jawaban atas pengaduan yang disampaikan.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Bukti transaksi PMSE yang sah mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mengikat para pihak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dengan
memperhatikan reliabilitas tingkat keamanan yang menentukan
derajat keautentikan terhadap bukti transaksi elektronik.
Reliabilitas sistem keamanan dalam praktiknya secara teknis akan
menentukan bobot pembuktian terhadap bukti elektronik itu sendiri.
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Pasal 34
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan prinsip persaingan
usaha yang sehat" ialah penyampaian iklan yang merupakan
persaingan tidak jujur atau tidak adil (unfair) atau bertujuan untuk
mendiskreditkan kompetitor.

Ketentuan perundang-undangan tentang persaingan usaha yang sehat
mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun L999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dan juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Pada dasarnya setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap
kebenaran substansi atau materi iklan yang disampaikan. Meskipun suatu
iklan belum dapat dinyatakan sebagai kondisi penawaran, pihak yang
mempercayai iklan tersebut dianggap telah memberikan kepercayaan
terhadap subtansi yang ditawarkannya.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penawaran Secara Elektronik dilakukan
secara umum adalah penawaran transaksi Perdagangan yang
dilakukan kepada publik atau semua pihak.

Yang dimaksud dengan Penawaran Secara Elektronik dilakukan
secara terbatas adalah penawaran transaksi Perdagangan yang
dilakukan secara khusus/privat, limitatif atau hanya kepada pihak
tertentu.

Ayat (2)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
Konsumen dan periklanan.

Pasal39...
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Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4 1

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "responsil" adalah pihak yang menyampaikan
jawaban harus mengikuti mekanisme teknis atau prosedur yang
ditetapkan secara cermat dalam melihat apakah terjadi
ketidaksempurnaan sistem, dengan memperhatikan pesan atau
response error sekiranya terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Penentuan jangka waktu tertentu sesuai dengan standar
penyelenggaraan atau sesuai dengan pernyataan yang disepakati
dalam perjanjian tingkat layanan (seruice leuel agreement) serta dengan
memperhatikan kejelasan waktu respon dan hari kerja.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "konfirmasi non elektronik" adalah
kesepakatan atas penawaran dalam bentuk non elektronik seperti
bukti konfirmasi dalam bentuk cetak, tanda terima, dan kuitansi.

Ayat(3) ...

SK No 019165 A


